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Abstrak 
Manfaat yang didapat dari studi ini ialah dapat 

mengevaluasi efek dari kualitas pelayanan, kepercayaan, dan 
kinerja terhadap kepuasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
mengikuti program tugas belajar di Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandar 
Lampung. Layanan yang diberikan oleh BKPSDM memainkan 
peran penting dalam mendukung program ini, yang ditujukan 
untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PNS. Faktor-
faktor seperti kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kinerja diduga 
memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepuasan PNS selama 
menjalani tugas belajar. Penelitian berikut menjadikan survei 
kuantitatif sebagai metode, yaitu menyebarkan kuesioner kepada 
101 PNS yang telah menerima surat tugas belajar pada tahun 2023. 
Faktor poin yang diukur di dalam penelitian ini meliputi kualitas 
pelayanan, kepercayaan, kinerja, dan kepuasan. Data dianalisis 
menggunakan teknik regresi linier berganda untuk melihat 
pengaruh langsung dan simultan dari variabel independen 
terhadap variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kinerja memberikan 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan PNS baik secara 
individu maupun keseluruhan. Secara simultan, ketiga variabel 
tersebut dapat menjelaskan 75% variasi dalam tingkat kepuasan 
PNS. Berdasarkan temuan ini, BKPSDM disarankan untuk terus 
meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan fasilitas, 
penambahan jumlah pegawai, serta meningkatkan kepercayaan 
melalui transparansi dan profesionalisme dalam mengelola 
program tugas belajar. Peningkatan tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan kepuasan PNS yang berpartisipasi dalam program 
tugas belajar. 
Kata kunci: Kualitas layanan, kepercayaan, kinerja, kepuasan PNS 
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PENDAHULUAN 

Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu 
prioritas dalam pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuannya adalah untuk memastikan 
pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara mencapai tingkat profesionalisme yang 
tinggi. Salah satu bentuk peningkatan kualitas SDM adalah melalui program tugas belajar, di 
mana PNS diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
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Program ini dinilai penting karena memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja PNS dalam 
menjalankan tugasnya dan kualitas pelayanan publik secara umum. 

Sesuai dengan visi nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
(UUD) 1945, pemerintah Indonesia terus berupaya membangun negara yang sejahtera dan adil 
melalui pelayanan publik yang berkualitas. PNS, sebagai bagian penting dari birokrasi 
pemerintah, dituntut memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi dalam melaksanakan 
tugas-tugas kenegaraan. Dalam rangka mencapai hal ini, pengembangan kompetensi PNS 
dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui program tugas belajar yang 
bertujuan meningkatkan pendidikan formal para aparatur negara. 

Program tugas belajar adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi yang 
diberikan kepada PNS agar mereka dapat melanjutkan pendidikan formal ke tingkat yang lebih 
tinggi. Program ini dapat didanai oleh pemerintah ataupun dibiayai secara mandiri. Pemberian 
tugas belajar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, 
yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Kedua peraturan 
ini menyatakan bahwa pengembangan kompetensi PNS melalui pendidikan formal dapat 
dilakukan melalui pemberian tugas belajar. 

Di tingkat daerah, program tugas belajar diatur lebih rinci, seperti yang diterapkan di Kota 
Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 
46 Tahun 2022 yang mengatur pedoman dan tata cara pelaksanaan tugas belajar bagi PNS di 
lingkungan pemerintahannya. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan 
memberikan panduan yang lebih jelas terkait pelaksanaan tugas belajar di Kota Bandar 
Lampung. 

Meskipun ada regulasi yang jelas, pelaksanaan program tugas belajar sering menemui 
berbagai kendala. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh instansi pemerintah dalam mengelola tugas belajar, seperti yang terjadi di Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandar Lampung. 
Berbagai masalah terkait dengan pengelolaan tugas belajar masih terjadi, terutama terkait 
dengan kurangnya tenaga pegawai yang bertugas di bidang pengembangan aparatur yang 
mengelola tugas belajar. Di samping itu, fasilitas yang kurang memadai, seperti komputer, 
printer, dan ruang pelayanan yang tidak nyaman, juga menjadi penghambat. Kondisi ini 
memengaruhi keterlambatan proses pengeluaran surat tugas belajar yang berdampak pada 
kepuasan PNS yang mengajukan tugas belajar. 

Kurangnya kualitas pelayanan dalam pengelolaan tugas belajar dapat menurunkan 
kepuasan PNS terhadap layanan yang diberikan BKPSDM. Padahal, kualitas pelayanan yang 
baik sangat penting dalam membangun kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan. Menurut 
Tjiptono (2014), kualitas pelayanan dapat dinilai melalui lima dimensi utama, yaitu tangibility 
(bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan 
empathy (empati). Apabila kelima dimensi ini dipenuhi dengan baik, maka layanan yang 
diberikan dianggap berkualitas dan mampu meningkatkan kepuasan pengguna layanan. 

Kepercayaan juga menjadi faktor krusial yang memengaruhi kepuasan PNS terhadap 
program tugas belajar. Kepercayaan muncul dari keyakinan PNS bahwa BKPSDM dapat 
memberikan pelayanan yang jujur, transparan, dan konsisten. Menurut Mayer et al. (1995), 
kepercayaan terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu kemampuan (ability), integritas (integrity), 
dan niat baik (benevolence). Dalam konteks pelayanan tugas belajar, BKPSDM harus 
menunjukkan kemampuannya dalam mengelola proses administrasi tugas belajar dengan baik, 
menjaga integritas dengan mengikuti aturan yang berlaku, serta menunjukkan niat baik dalam 
membantu PNS menyelesaikan proses tugas belajar mereka. 
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Selain kualitas pelayanan dan kepercayaan, kinerja BKPSDM juga memainkan peran 
penting dalam memengaruhi kepuasan PNS. Kinerja ini mencakup kemampuan BKPSDM dalam 
menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien, baik dari segi kecepatan maupun ketepatan. 
Menurut Robbins (2006), kinerja dapat diukur melalui beberapa indikator seperti kualitas kerja, 
kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Kinerja yang baik dalam 
memberikan layanan tugas belajar dapat meningkatkan kepuasan PNS. 

Atas dasar latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana 
kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kinerja BKPSDM memengaruhi kepuasan PNS yang 
mengajukan tugas belajar. Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas program tugas belajar 
yang selama ini berjalan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan di BKPSDM. 
Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kinerja, diharapkan program 
tugas belajar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya mendukung 
peningkatan kompetensi PNS serta kualitas pelayanan publik. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BKPSDM Kota Bandar 
Lampung dalam merumuskan kebijakan pengembangan SDM yang lebih baik di masa 
mendatang. Berdasarkan hasil penelitian, BKPSDM diharapkan dapat melakukan berbagai 
perbaikan, baik dalam hal penambahan jumlah pegawai, peningkatan fasilitas, maupun 
peningkatan kompetensi pegawai yang bertugas menangani tugas belajar. Hal ini penting agar 
pelaksanaan tugas belajar dapat berjalan optimal dan mendukung pencapaian tujuan organisasi 
dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan PNS tugas belajar di BKPSDM Kota Bandar Lampung? (2) 
Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan PNS tugas belajar di BKPSDM Kota 
Bandar Lampung? (3) Bagaimana pengaruh kinerja terhadap kepuasan PNS tugas belajar di 
BKPSDM Kota Bandar Lampung? dan (4) Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan, 
dan kinerja secara bersamaan terhadap kepuasan PNS tugas belajar di BKPSDM Kota Bandar 
Lampung? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan PNS tugas belajar di BKPSDM Kota Bandar Lampung, (2) Menganalisis 
pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan PNS tugas belajar di BKPSDM Kota Bandar Lampung, 
(3) Menganalisis pengaruh kinerja terhadap kepuasan PNS tugas belajar di BKPSDM Kota 
Bandar Lampung, dan (4) Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kinerja 
secara bersamaan terhadap kepuasan PNS tugas belajar di BKPSDM Kota Bandar Lampung. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai 
faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan PNS dalam program tugas belajar, serta memberikan 
rekomendasi yang relevan bagi BKPSDM untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. 
 
LANDASAN TEORI 

Penelitian ini menyoroti tiga variabel utama yaitu kualitas pelayanan, kepercayaan, dan 
kinerja, serta bagaimana ketiganya berdampak pada kepuasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
mengikuti program tugas belajar di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (BKPSDM) Kota Bandar Lampung. Landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian 
ini mencakup teori terkait kualitas pelayanan, kepercayaan, kinerja, dan kepuasan. 
1. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah salah satu aspek penting dalam penelitian ini, karena 
pelayanan yang baik berdampak langsung pada kepuasan pengguna. Kualitas pelayanan 
didefinisikan sebagai kemampuan suatu layanan dalam memenuhi atau melampaui harapan 
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pelanggan. Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988), kualitas pelayanan diukur 
dengan lima dimensi utama yang dikenal sebagai model SERVQUAL: bukti fisik (tangibility), 
keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati 
(empathy). 
 Bukti fisik (tangibility) mencakup fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan staf. Dalam 

konteks layanan tugas belajar, dimensi ini mencakup fasilitas pelayanan yang baik, 
kelengkapan peralatan, serta tampilan profesional dari staf BKPSDM. 

 Keandalan (reliability) merujuk pada kemampuan untuk memberikan layanan secara tepat 
dan konsisten. BKPSDM diharapkan dapat memberikan layanan yang akurat dan tepat waktu 
dalam pengelolaan tugas belajar. 

 Daya tanggap (responsiveness) berkaitan dengan kesiapan dan kemampuan penyedia layanan 
untuk merespons kebutuhan pelanggan dengan cepat. BKPSDM perlu tanggap dalam 
memproses permohonan tugas belajar dan menyelesaikan masalah yang timbul. 

 Jaminan (assurance) meliputi kemampuan, keramahan, dan keahlian penyedia layanan dalam 
menumbuhkan rasa percaya dari pelanggan. PNS yang mengajukan tugas belajar harus 
merasa bahwa BKPSDM mampu memberikan layanan yang profesional dan aman. 

 Empati (empathy) mengacu pada perhatian personal yang diberikan kepada pelanggan. 
BKPSDM diharapkan dapat memahami kebutuhan individu PNS dan memberikan layanan 
yang bersifat personal dan relevan. 

Teori dari Parasuraman dkk. ini sangat relevan untuk mengukur bagaimana BKPSDM 
memberikan layanan kepada PNS, dan bagaimana kualitas layanan tersebut dapat memengaruhi 
tingkat kepuasan mereka. 
 
2. Kepercayaan 

Kepercayaan menjadi faktor penting dalam memengaruhi kepuasan PNS terhadap 
layanan yang diberikan dalam program tugas belajar. Menurut Mayer et al. (1995), kepercayaan 
didefinisikan sebagai kesiapan seseorang untuk bergantung pada pihak lain dengan keyakinan 
bahwa pihak tersebut akan bertindak dengan integritas dan niat baik. Kepercayaan sangat 
penting dalam pelayanan publik, karena tanpa adanya kepercayaan, pengguna layanan tidak 
akan yakin dengan kualitas yang diterima.  

Mayer et al. juga menjelaskan tiga elemen utama dalam kepercayaan: kemampuan 
(ability), integritas (integrity), dan niat baik (benevolence). 
 Kemampuan (ability) merujuk pada kompetensi pihak yang dipercaya dalam melaksanakan 

tugasnya. Dalam konteks ini, kemampuan BKPSDM untuk mengelola proses tugas belajar 
dengan baik sangat berperan dalam membangun kepercayaan PNS. 

 Integritas (integrity) adalah kesesuaian antara perkataan dan tindakan serta kepatuhan pada 
prinsip yang berlaku. BKPSDM harus konsisten dalam memberikan layanan sesuai aturan 
yang berlaku dan transparan dalam prosedur pengajuan tugas belajar. 

 Niat baik (benevolence) merujuk pada sejauh mana pihak yang dipercaya menunjukkan 
perhatian terhadap kepentingan pengguna layanan. PNS akan lebih percaya jika BKPSDM 
menunjukkan kepedulian dan perhatian dalam mengelola proses tugas belajar mereka. 

Kepercayaan sangat penting dalam memperkuat hubungan antara PNS dan BKPSDM. 
Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, PNS akan lebih puas terhadap pelayanan yang mereka 
terima. 
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3. Kinerja 
Kinerja dalam penelitian ini mengacu pada bagaimana BKPSDM menjalankan tugasnya 

dalam mengelola program tugas belajar. Robbins (2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil 
kerja yang dicapai oleh individu atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan. 
Robbins mengidentifikasi beberapa indikator kinerja, antara lain: 
 Kualitas kerja: Sejauh mana pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Dalam konteks BKPSDM, hal ini mengacu pada sejauh mana pengelolaan administrasi tugas 
belajar dilakukan dengan baik. 

 Kuantitas kerja: Jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. BKPSDM 
harus mampu menangani banyak pengajuan tugas belajar secara efisien. 

 Ketepatan waktu: Kemampuan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan. PNS yang mengajukan tugas belajar berharap proses pengajuan dapat 
diselesaikan tepat waktu. 

 Efektivitas: Sejauh mana hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. 
BKPSDM perlu menggunakan sumber daya dengan efisien untuk memberikan layanan yang 
optimal. 

 Kemandirian: Kemampuan untuk menyelesaikan tugas tanpa memerlukan bantuan pihak 
lain. BKPSDM harus mampu mengelola tugas belajar secara mandiri. 

 
4. Kepuasan 

Kepuasan dalam penelitian ini mengacu pada sejauh mana PNS merasa puas dengan 
layanan yang mereka terima dari BKPSDM terkait pengurusan tugas belajar. Kotler (2016) 
mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah seseorang 
membandingkan ekspektasi dengan kenyataan yang mereka alami. Jika pelayanan yang diterima 
sesuai atau melebihi harapan, pengguna akan merasa puas, namun jika pelayanan yang 
diberikan di bawah ekspektasi, mereka akan merasa kecewa. 

Dalam konteks layanan tugas belajar, kepuasan PNS bergantung pada seberapa baik 
BKPSDM memberikan layanan yang cepat, transparan, dan efisien. Apabila harapan PNS 
terhadap layanan ini terpenuhi, maka tingkat kepuasan mereka akan meningkat. 

Dengan merujuk pada teori-teori mengenai kualitas pelayanan, kepercayaan, kinerja, dan 
kepuasan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana variabel-variabel tersebut 
mempengaruhi kepuasan PNS tugas belajar di BKPSDM Kota Bandar Lampung. Kombinasi dari 
ketiga faktor utama tersebut diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara pelayanan yang 
diberikan BKPSDM dan kepuasan yang dirasakan oleh PNS. 
  
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis 
pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kinerja terhadap kepuasan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang mengajukan tugas belajar di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (BKPSDM) Kota Bandar Lampung. Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci 
mengenai metode yang digunakan, meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, teknik 
pengumpulan data, uji instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan untuk 
menjawab tujuan penelitian. 
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1. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Metode survei 

dipilih karena sesuai untuk mendapatkan data primer langsung dari responden melalui 
kuesioner. Survei ini bertujuan untuk mengukur persepsi PNS terkait variabel-variabel yang 
diteliti, yaitu kualitas pelayanan, kepercayaan, kinerja, dan kepuasan. 
2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS yang mengajukan tugas belajar di 
BKPSDM Kota Bandar Lampung pada tahun 2023. Berdasarkan data dari BKPSDM, terdapat 
sekitar 170 PNS yang mengajukan tugas belajar dalam periode tersebut. Namun, karena jumlah 
populasi yang besar, dilakukan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, 
di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu PNS yang telah menerima surat 
keputusan tugas belajar. 
3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan melalui 
penyebaran kuesioner kepada PNS yang telah mengajukan tugas belajar di BKPSDM. Kuesioner 
yang digunakan terdiri dari beberapa bagian, yang masing-masing mengukur variabel kualitas 
pelayanan, kepercayaan, kinerja, dan kepuasan PNS. 

Kuesioner disusun berdasarkan Skala Likert 5 poin, di mana responden diminta untuk 
memberikan penilaian terhadap pernyataan yang disajikan dalam kuesioner, mulai dari 1 = 
sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju. Skala ini dipilih karena sederhana dan efektif dalam 
mengukur persepsi responden terhadap variabel-variabel yang diteliti. Setiap variabel diukur 
dengan beberapa item pertanyaan, yang dirancang untuk mencerminkan dimensi-dimensi 
utama dari masing-masing variabel. 
4. Uji Instrumen Penelitian 

Sebelum data dianalisis, dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa 
instrumen yang difungsikan dapat mengukur variabel-variabel penelitian secara benar dan tidak 
mengalami perubahan. 
a. Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengukur rentang jarak dari instrumen dapat mengukur 
variabel yang dimaksud. Pengujian ini berdasarkan korelasi Pearson Product Moment, di mana 
nilai hubungan antara setiap poin dengan total skor variabel dihitung. Kriteria validitas yang 
digunakan adalah nilai korelasi yang signifikan sampai nilai tingkat kepercayaan 95% atau 
dengan nilai signifikansi (p) < 0,05. Item yang memiliki nilai korelasi di atas r-tabel dianggap 
valid. 

𝒓 =
𝑵 ∑ 𝑿𝒀 −  (∑ 𝑿) (∑ 𝒀)

ට{𝑵 ∑ 𝑿
𝟐

− (∑ 𝑿)
𝟐

} {𝑵 ∑ 𝒀
𝟐

}  − (∑ 𝒀)
𝟐

)

 

 
b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas diukur untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran. Uji reliabilitas 
difungsikan melalui metode Cronbach’s Alpha.  
 

𝑟ଵଵ = ඄
𝑘

𝑘 − 1
ඈ ቈ1 −

∑ 𝛼 𝑖2

∑ 𝛼 𝑡2
቉ 
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5. Teknik Analisis Data 
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kinerja terhadap 
kepuasan PNS baik secara parsial maupun simultan. Sebelum analisis regresi dilakukan, data 
diuji terlebih dahulu untuk memastikan memenuhi asumsi-asumsi dasar dalam analisis regresi, 
seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. 
a. Uji Asumsi Klasik 

 Uji Normalitas: Uji ini dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal. Uji 
normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

 Uji Multikolinearitas: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan 
linier antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan 
menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10, maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel-variabel 
independen. 

  
b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
 

Dengan: 
 Y = Kepuasan PNS 
 a = Konstanta 
 b1, b2, b3 = Koefisien regresi untuk variabel kualitas pelayanan, kepercayaan, dan 

kinerja 
 X1= Kualitas Pelayanan 
 X2= Kepercayaan 
 X3 = Kinerja 
 e = Error term 
Hasil regresi akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, 

yaitu untuk melihat apakah variabel kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kinerja berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepuasan PNS. 

 
c. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menentukan pengaruh setiap variabel independen terhadap 
variabel dependen. Hipotesis yang diuji adalah apakah masing-masing variabel independen 
memberikan pengaruh signifikan terhadap kepuasan PNS. Apabila hasil uji t menunjukkan nilai 
signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel tersebut dianggap memiliki pengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. 
d. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh secara simultan dari semua variabel 
independen terhadap variabel dependen. Jika hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi kurang 
dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kinerja 
secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan PNS. 
. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Karakteristik Responden 
a. Jenis Kelamin dan usia 

Dari 101 responden, 63 orang adalah wanita (62.4%), dan 38 orang pria (37.6%). Hasil ini 
menunjukkan bahwa mayoritas PNS yang mengikuti tugas belajar adalah wanita. Responden 
penelitian ini didominasi oleh kelompok usia 31-40 tahun, dengan total 51 orang (50.5%). 
Responden berusia 41-50 tahun berjumlah 38 orang (37.6%), sementara responden berusia 21-30 
tahun hanya berjumlah 12 orang (11.9%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
berada dalam kelompok usia produktif dengan pengalaman kerja yang cukup matang. 
b. Pendidikan 

Sebagian besar responden memiliki pendidikan Strata 1 (S1), yaitu 61 orang (60.4%), diikuti 
oleh Strata 2 (S2) sebanyak 26 orang (25.7%) dan Diploma IV (D-IV) sebanyak 14 orang (13.9%). 
Hal ini mengindikasikan bahwa PNS tugas belajar di lingkungan Pemerintah Kota Bandar 
Lampung sebagian besar sudah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. 
c. Masa Kerja 

Sebagian besar responden memiliki masa kerja antara 11 hingga 20 tahun, yaitu 56 orang 
(52.5%). Sementara itu, responden dengan masa kerja antara 6 hingga 10 tahun berjumlah 23 
orang (22.8%), masa kerja ≤ 5 tahun sebanyak 19 orang (18.8%), dan masa kerja 21-30 tahun 
sebanyak 6 orang (5.9%). Ini menunjukkan bahwa mayoritas PNS tugas belajar berada pada tahap 
menengah dalam karier mereka, dengan pengalaman kerja yang cukup untuk menjalani tugas 
belajar. 
2. Deskripsi Jawaban Responden 

Jawaban responden terkait variabel yang diteliti, yaitu Kualitas Pelayanan (X1), 
Kepercayaan (X2), Kinerja (X3), dan Kepuasan PNS Tugas Belajar (Y), disajikan dalam bentuk 
tabel frekuensi untuk mempermudah analisis data. 
Berikut adalah ringkasan hasil distribusi jawaban responden untuk masing-masing variabel: 
a. Kualitas Pelayanan (X1) 

Variabel ini diukur melalui 12 pernyataan yang berkaitan dengan aspek kualitas pelayanan 
yang diterima oleh PNS tugas belajar. Jawaban responden terbagi dalam lima kategori: Sangat 
Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). 
  

Tabel 1. Kualitas Pelayanan (X1): 
No Pernyataan STS (%) TS (%) KS (%) S (%) SS (%) 
1 X1.1 0.00% 0.00% 0.99% 46.53% 52.48% 
2 X1.2 0.00% 0.00% 0.99% 52.48% 46.53% 
3 X1.3 0.00% 0.00% 0.00% 35.64% 64.36% 
4 X1.4 0.00% 0.00% 0.00% 41.58% 58.42% 
5 X1.5 0.00% 0.00% 0.00% 28.71% 71.29% 

 
Mayoritas responden sangat setuju dengan pernyataan-pernyataan yang berhubungan 

dengan kualitas pelayanan yang diterima selama tugas belajar. Pernyataan dengan persentase 
"Sangat Setuju" tertinggi adalah X1.5, dengan 71.29%. 
  



 

 
 
 
 

9 

MUSYTARI 
ISSN : 3025-9495 

Neraca Manajemen, Ekonomi 
Vol 8 no.10  Tahun 2024 

Preϐix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359   
 

 

b. Kepercayaan (X2) 
Kepercayaan (X2) diukur dengan 6 pernyataan yang berkaitan dengan keyakinan PNS 

tugas belajar terhadap sistem dan layanan yang mereka terima. Hasil distribusi jawaban 
responden terkait variabel ini menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban 
"Setuju" dan "Sangat Setuju". 

Tabel 2. Variabel Kepercayaan: 
No Pernyataan STS (%) TS (%) KS (%) S (%) SS (%) 
1 X2.1 0.00% 0.00% 0.00% 52.48% 47.52% 
2 X2.2 0.00% 0.00% 0.99% 42.57% 56.44% 
3 X2.3 0.00% 0.00% 0.00% 52.48% 47.52% 

 
Sebagian besar responden menaruh kepercayaan pada pelayanan yang mereka terima, 

seperti yang terlihat dari dominasi jawaban "Sangat Setuju". 
 
c. Kinerja (X3) 
Variabel Kinerja diukur menggunakan 7 pernyataan. 
 

Tabel 3. Variabel Kinerja 
No Pernyataan STS (%) TS (%) KS (%) S (%) SS (%) 
1 X3.1 0.00% 0.00% 0.00% 50.50% 49.50% 
2 X3.2 0.00% 0.00% 0.00% 43.56% 56.44% 
3 X3.3 0.00% 0.00% 0.00% 50.50% 49.50% 

 
Jawaban responden pada variabel ini mengindikasikan bahwa PNS tugas belajar memiliki 

persepsi positif mengenai kinerja layanan yang mereka terima selama proses belajar berlangsung. 
 
d. Kepuasan (Y) 

Variabel Kepuasan PNS Tugas Belajar diukur melalui 8 pernyataan. Sebagian besar 
responden memberikan jawaban "Setuju" dan "Sangat Setuju", menunjukkan tingkat kepuasan 
yang tinggi terhadap pelayanan yang diterima. 
  

Tabel 4. Variabel Kepuasan: 
No Pernyataan STS (%) TS (%) KS (%) S (%) SS (%) 
1 Y1 0.00% 0.00% 0.00% 44.55% 55.45% 
2 Y2 0.00% 0.00% 0.00% 42.57% 57.43% 
3 Y3 0.00% 0.00% 0.00% 38.61% 61.39% 

 
3. Distribusi Frekuensi Variabel 

Distribusi frekuensi adalah metode yang digunakan untuk menyajikan data mengenai 
seberapa sering suatu nilai muncul dalam kumpulan data. Data ini memudahkan analisis 
statistik lebih lanjut dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. 
a. Distribusi Frekuensi Kualitas Pelayanan (X1): Variabel Kualitas Pelayanan dikelompokkan 

berdasarkan indikator-indikator yang diusulkan oleh Parasuraman et al., yang mencakup 
Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Untuk menghitung interval 
kelas pada tabel distribusi frekuensi, digunakan rumus berikut: 
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I = 
(NT – NR) 

K 
Di mana: 
 NT = Nilai tertinggi 
 NR= Nilai terendah 
 K= Jumlah kelas 
 I = Interval kelas 

 
Pada penelitian ini, nilai tertinggi (NT) adalah 60, nilai terendah (NR) adalah 50, dan jumlah 
kategori (K) adalah 4. Maka, perhitungan interval kelas untuk distribusi frekuensi Kualitas 
Pelayanan adalah: 

I = 
   60 – 50 

4 
      = 2,5 
 
Dengan demikian, distribusi frekuensi Kualitas Pelayanan adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 5. Distribusi Kualitas Pelayanan 
No Skor Kategori Frekuensi Persentase 
1 49-51 Kurang 24 23.76% 
2 52-54 Cukup 21 20.79% 
3 55-57 Baik 19 18.81% 
4 58-60 Sangat Baik 37 36.63% 

 
Dari 101 responden, sebanyak 36.63% menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang 

diterima adalah "Sangat Baik", meskipun 23.76% menyatakan bahwa kualitas pelayanan masih 
"Kurang". 
  
b. Distribusi Frekuensi Kepercayaan (X2): Untuk variabel Kepercayaan, distribusi frekuensi 

dihitung dengan cara yang sama. Nilai tertinggi (NT) adalah 30, nilai terendah (NR) adalah 
24, dan jumlah kelas (K) adalah 4. 

I = 
   30 – 24 

4 
      = 1,5 
 

Distribusi frekuensi Kepercayaan adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 6. Distribusi Kepercayaan 
No Skor Kategori Frekuensi Persentase 
1 23-24 Kurang 24 23.76% 
2 25-26 Cukup 13 12.87% 
3 27-28 Baik 28 27.72% 
4 29-30 Sangat Baik 36 35.64% 
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Sebagian besar responden (35.64%) menyatakan bahwa kepercayaan yang mereka miliki 
terhadap pelayanan yang diterima adalah "Sangat Baik", sementara 23.76% responden 
menyatakan "Kurang". 
4. Pengujian Statistik 

Untuk memastikan validitas data, dilakukan berbagai pengujian statistik, termasuk uji 
validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, dan linearitas). 
a. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan mampu 
mengukur apa yang seharusnya diukur. Berdasarkan hasil uji validitas, semua pernyataan dalam 
variabel Kualitas Pelayanan (X1), Kepercayaan (X2), Kinerja (X3), dan Kepuasan (Y) dinyatakan 
valid. 

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha. Hasil uji reliabilitas 
menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Alpha di atas 0.95, yang menunjukkan bahwa 
instrumen yang digunakan sangat reliabel. 
b. Uji Asumsi Klasik 
 Uji Normalitas: Nilai signifikansi untuk uji normalitas adalah 0.526, yang lebih besar dari 0.05. 

Ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. 
 Uji Multikolinieritas: Tidak ditemukan masalah multikolinieritas dalam model regresi, dengan 

nilai VIF untuk semua variabel berada di bawah 10. 
 Uji Linearitas: Hasil uji linearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen (Kualitas 

Pelayanan, Kepercayaan, dan Kinerja) memiliki hubungan linear dengan variabel dependen 
(Kepuasan). 

5. Analisis Regresi Linier Berganda 
Model regresi linier berganda digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel 

dependen (Kepuasan) dengan variabel independen (Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, dan 
Kinerja). Persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut: 
 
Y=−5.076+0.447X1+0.261X2+0.317X3Y = -5.076 + 0.447X_1 + 0.261X_2 + 
0.317X_3Y=−5.076+0.447X1+0.261X2+0.317X3 
Dengan: 

o YYY = Kepuasan 
o X1X_1X1 = Kualitas Pelayanan 
o X2X_2X2 = Kepercayaan 
o X3X_3X3 = Kinerja 

Koefisien determinasi (R²) sebesar 0.751 menunjukkan bahwa 75.1% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model ini, sedangkan 24.9% sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, dan 
Kinerja secara signifikan mempengaruhi Kepuasan PNS tugas belajar di Kota Bandar Lampung. 
Meskipun mayoritas responden menyatakan puas dengan pelayanan yang diterima, masih ada 
beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keandalan pelayanan dan kinerja 
yang lebih konsisten. 
 
KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa kualitas pelayanan, kepercayaan, dan 
kinerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan PNS yang mengajukan tugas belajar di 
BKPSDM Kota Bandar Lampung. Di antara ketiga variabel tersebut, kepercayaan memberikan 
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kontribusi terbesar terhadap kepuasan PNS, diikuti oleh kualitas pelayanan dan kinerja. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin besar kepercayaan PNS terhadap BKPSDM, semakin tinggi pula 
tingkat kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan. 

Sebagai rekomendasi, BKPSDM sebaiknya lebih berfokus pada peningkatan kepercayaan 
melalui penerapan transparansi, integritas, dan konsistensi dalam pelaksanaan layanan. Selain 
itu, peningkatan kualitas pelayanan, seperti memperbaiki responsivitas dan keandalan layanan, 
juga sangat diperlukan. Peningkatan kinerja, terutama dalam hal efisiensi dan kecepatan dalam 
menangani pengajuan tugas belajar, harus terus diupayakan untuk memastikan kepuasan PNS 
tetap terjaga dan meningkat. Dengan langkah-langkah ini, BKPSDM diharapkan mampu 
memberikan pelayanan yang lebih optimal dan efisien. 
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